WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan daerah dan rencana satuan
kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 43 s.d. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 dan Pasal 155 s.d. Pasal 281 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 perlu dibuatkan pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KORDINAST = IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

SITo Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

W- 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

asmigNel. mmmwmemsomm..aT" " sesee-

PARAF KORDINASI  **# Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
SKPD sebagai Waldl Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44);
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11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
14);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
13);
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16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Dalarn Wilayah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri
Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan
Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah walikota dan wakil
walikora Fianj arbaru.
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Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SKPDadalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Banjarbaru.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial di Kota Banjarbaru dalam jangka waktu tertentu.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Banjarbaru
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota
Banjarbaru untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat
RKPDadalah dokumen perencanaan daerah Kota Banjarbaru untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kota
Banjarbaru untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kota
Banjarbaruuntuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya
disingkatRPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan
RKPadalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas clan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat
S adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
aran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

an dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

cana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
D adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
cana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
cana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.




19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Rencana ketja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasidan kerangka anggaran.

Kerangkaregulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undanganuntuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang
maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah.

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran basil pembangunan yang pendanaannya diperoleh
dari anggaran pemerintah/ daerah, sebagai bagian integral dan upaya
pembangunan daerah secara utuh.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang hams diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangu na n daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapaSKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.

Kinerja adalahkeluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

PARAF KORDINAS titas dan kualitas yang terukur.

kator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
itatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
pak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
kegiatan.
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Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wcwenang yang Baling berhubungan dengan tujuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

U um

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan:

a.

o o 0o o

(1)

2

Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah;

Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional,
Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Menteri Dalam Negerimelalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah antarprovinsi.

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota.

ati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
ncanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
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Pasal 4

(1) Antarprovinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mencakup
pembangunan daerah pada satu provinsi atau lebih dalam jangka waktu
tertentu.

(2) Lingkup provinsi, antarkabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2), mencakup pembangunan daerah
provinsi,kabupaten/kota dan antarkabupaten/ kota pada wilayah
provinsi dalam jangka waktu tertentu.

(3) Lingkup kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten/kota dalam
jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah; dan

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASITERHADAPKEBIJAKANPERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAHLINGKUP KOTA BANJARBARU.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
lingkup Kota Banjarbarumeliputi kebijakan perencanaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RPJPD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusan:

visi, misi, arah,kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan visi, misi, arah,
tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang
Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional;




(4

(1)
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b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota
Banjarbaru selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kota
Banjarbaru;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota
Banjarbaru selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan;

d. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru
selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan;

e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru
selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi
Kalimantan Selatan dan nasional;

1. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang
daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan pembangunan jangka
panjang nasional; dan

dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD
kabupaten/kota.

) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru,
telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota
Banjarbaru serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota
lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasai 8

Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan
evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
lingkup Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud dalaPasal 7 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota
Banjarbarumelakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah lingkup KotaBanjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

(4) Walikota Banjarbaru menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang
daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan
sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD
Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 9

alian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka

PARAF KoRtmelle |ah daerah lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam

SKPD

asal 6| mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD Kota
anjarjaru.

KASUBBAG

KABAG
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Pasal 10

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup
Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup
perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMP
Kota Banjarbaru.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
sampai dengan Renstra SKPD lingkup Kota Banjarbaru ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusan:

a.

b.

visi dan misi SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada visi
dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru;

strategi dan kebijakan SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman
pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah
daerah Kota Banjarbaru;

rencana program, kegiatan SKPD lingkup Kota Banjarbaru
berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan
jangka menengah daerah Kota Banjarbaru serta memperhatikan
hasil kajian lingkungan hidup strategis;

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD
lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada indikasi rencana
program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah daerah Kota Banjarbaru;

indikator kinerja SKPD lingkup KotaRanjarbaru berpedoman pada
tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota
Banjarbaru; dan

pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan
pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kota
Banjarbaru.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota Banjarbaru, telah
berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru serta memperhatikan hasil
kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 11

(1) Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota
Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru

PARAF KORMASI 0

SKPD

lakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.

ala SKPD lingkup Kota Banjarbarumenyampaikan laporan hasil
uasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.
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Pasal 12

Kepala BappedaKota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan
basil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD lingkup Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan,kepala BappedaKota Banjarbaru
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan
untuk ditindaldanjuti oleh Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Kepala SKPDKota Banjarbarumenyampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada kepala BappedaKota Banjarbaru.

Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah

jangka menengah lingkup KotaBanjarbaru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutnhan penclanaan, dan indikator
kinerja daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

3
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pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RPJMD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras
dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
daerah Kota Banjarbaru serta pemanfaatan struktur dan pola ruang
Kota Banjarbaru;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras
dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan
nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN
sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah
daerah Kota Banjarbaru selaras dengan pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten/kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
kabupaten/kota lainnya;

strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
Kota Banjarbaru mengarah pada pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru; dan

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD
kabupaten/ kota.
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pods ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota
Banjarbaru, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Banjarbaru,
mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan memperhatikan
RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 14

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah lingkup Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan,kepala BappedaKota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

(4) Walikota Banjarbaru menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan
sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPRJMD
Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 15

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
daerah lingkup KotaBanjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD Kota
Banjarbaru.

Pasal 16

(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD lingkup Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup tujuan,
sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan inclikatif SKPD lingkup Kota
Balijarbaru.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap
penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD lingkup Kota
Banjarbaru ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusantujuan, sasaranrencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan

PARAF KORDINASIM of dalam Renja SKPD lingkup Kota Banjarbarumempedomani
ana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah
D Kota Banjarbaru serta selaras dengan Renstra SKPD lingkup Kota
jarbaru.
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

(1)

2

3)

(1)

(2

(3)

(1)

(2

(3)

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru telah berpedoman pada
RKPD Kota Banjarbaru dan RenstraSKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Pasal 17

Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD masing-masing.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil
evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 18

Kepala BappedaKota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan
hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD lingkup Kota
Banjarbaru sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan kepala BappedaKota Banjarbaru
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan
untuk ditindaldanjuti oleh Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaldanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada kepala BappedaKota Banjarbaru.

Pasal 19

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
daerah lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi,
dan kegiatan prioritas daerah.

Pengendalian sebs:aimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RKPD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Banjarbaru.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan
RKPD Kota Banjarbaru, sesuai dengan program pembangunan
daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru;

[
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rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD
Kota Banjarbaru, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru;
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c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD
Kota Banjarbaru, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Selatan terutama program/ kegiatan yang mencakup
atau terkait dengan dua wilayah Kota atau lebih, maupun pada
wilayah perbatasan antar kabupaten/ kota;

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun
RKPD Kota Banjarbaru, dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru, serta
pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan
Selatan; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa peruxnusan
kebijakan RKPD Kota Banjarbaru telah berpedoman pada RPJMD Kota
Banjarbaru dan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 20

Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan
evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup
Kota Banjarbaru.

Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan,kepala Bappeda Kota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan basil pengendalian dan
evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah Kota Banjarbaru
kepada Walikota Banjarbaru.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASITERHADAP PELAKSANAANRENCANA
PEMBANGUNAN DAERAHLINGKUP KOTA BANJARBARU.

Pasal 21

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Pasal 22

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup Kota

Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup
pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi
dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota
jarbaru.
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(3)
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(1)
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(3)

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pads ayat (2),harus
dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah Kota Banjarbaru, telah dipedomani dalam
merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Banjarbaru.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi,
sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kota Banjarbaru.

Pasal 23

Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan,kepala Bappeda Kota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru kepada Walikota
Banjarbaru.

Pasal 24

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup
KotaBanjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup
pelaksanaan RenstraSKPD, dan RPJMD Kota Banjarbaru.

(1)

(2)

(3)

Pasal 25

Pengendalian terhadap pelaksanaan RenstraSKPD Kota Banjarbaru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup indikator kinerja
SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran RenstraSKPD.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RenstraSKPDKota
Banjarbaru.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin:

a, indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan,
serta pendanaan indikatif Renstra SKPDKota Banjarbaru, telah
dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok
sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju
Renja SKPDKota Banjarbaru; dan

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD Kota Banjarbaru telah
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(4) Basil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator
kinerja SKPDKota Banjarbaru, rencana program, kegiatan, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
RenstraSKPDKota Banjarbaru, telah dilaksanakan melalui Renja
SKPDKota Banjarbaru.

Pasal 26

(1) Kepala SKPD Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaanRenstraSKPD masing-masing.

(2) Dalam hal evaluasi dari basil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD Kota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala SKPD Kota Banjarbarumelaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi RenstraSKPD masing-masing kepada Walikota Banjarbaru
melalui kepala BappedaKota Banjarbaru.

Pasal 27

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru menggunakan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RenstraSKPD Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan,Walikota Banjarbaru melalui kepala
Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD Kota
Banjarbaru.

(°) Kepala SKPDKota Banjarbarumenyampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 28

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup program
pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan
RPJMDKota Banjarbaru.

mantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
pat menjamin:

program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani
dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
daerah Kota Banjarbaru; dan




b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah
dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan tahunan daerah Kota Banjarbaru.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan,pembangunan jangka menengah daerah telah
dilaksanakan melalui RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 29

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(®) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Walikota
Banjarbaru.

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup Renja
SKPDKota Banjarbaru dan RKPD Kota Banjarbaru.

Pa sal 31

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD Kota Banjarbarusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, mencakup program dan kegiatan, lokasi,
pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta
kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi penyusunan RICA-SKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 32

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),harus dapat
menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta
prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah
disusun kedalam RICA-SKPDKota Banjarbarw

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan

PARAF 1<cM:7N4:a K atan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPDKota
SKPD jarbarusesuai dengan Renja SKPDKota Banjarbaru.
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Pasal 33

(1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD masing-masing.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbarumengambil langkah-langkah penyempurnaan agar
penyusunan RKA-SKPD masing-masingsesuai dengan Renja SKPD
masing-masing.

(3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan
laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui
kepala BappedaKota Banjarbaru.

Pasal 34

(1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan
hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD Kota
Banjarbaru yang disampaikan oleh kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan,Walikota Banjarbaru melalui Kepala
BappedaKota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan RKA-SKPD Kota Banjarbaruuntuk
ditindaidanjuti oleh kepala SKPDdi lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru.

(3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbarumenyampaikan
hasil tindaldanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala BappedaKota
Banjarbaru.

Pasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup prioritas
dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Kota Banjarbaru.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD Kota Banjarbaru dijadikan pedoman
penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota Banjarbaru.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PARAFKORCINASI akan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan
S17D an pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan
ritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan
PPAS dan APBD Kota Banjarbaru.
kfAaUL'SAG -

SAG
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Pasal 36

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan,BappedaKota Banjarbaru melakukan
tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

(3) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD KotaRanjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

BABV

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
LINGKUP KOTA BANJARBARU.

Pasal 37

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Kota
Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi RPJPD,
RPJMD, dan RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 38

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Kota Banjarbarusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, mencakup sasaran pokok arah kebijakan
clan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru.

(®) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan
RPJPDKota Banjarbaru dengan capaian sasaran RPJMDKota
Banjarbaru; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan
RPJPD KotaBanjarbaru dengan arah kebijakan pembangunan
jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pods ayat (3), dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru dapat dicapai
untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi
Kalimantan Selatan.

(®) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota

PARAF KORDP arbaru.

SKPD
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ala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan evaluasi terhadap hasil
PDlingkup Kota Banjarbaru.
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(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) ditemukan
adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan,BappedaKota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RPJPDKota Banjarbaru digunakan sebagai bahan bagi
penyusunan RPJPD Kota Banjarbaruuntuk periode berikutnya.

(4) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap basil
RPJPD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

(5) Walikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pasal 40

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Kota Banjarbarusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 mencakup indikasi rencana program prioritas
yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan
sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Kota Banjarbaru.

(®) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan RPJMD Kota Banjarbaru dengan capaian rencana
program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kota
Banjarbaru; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang
direncanakan dalam RPJMD Kota Banjarbaru dengan prioritas dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah Kota Banjarbaru dapat dicapai untuk mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 41

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan evaluasi hasil RPJMD
lingkup Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,BappedaKota Banjarbaru
melakukan tindakan perbaikan/ penyempurriaan.

evaluasi RPJMD KotaBanjarbaru digunakan sebagai bahan bagi

PARAF KORCNASI sunan RPJMD Kota Banjarbaruuntuk periode berikutnya.
SKPD Ke ala BappedaKota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap basil

RP MD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.
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Walikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup
Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup hasil
rencana Renja SKPD Kota Banjarbaru dan hasil RKPD Kota Banjarbaru.

(1)

(2)

(3)

4

(5)

(2)

(3)

(4)

Pasal 43

Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Kota Banjarbarusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, mencakup program dan kegiatan, indikator
kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian terhadap realisasi DPA-SKPDKota Banjarbaru.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan
dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD
Kota Banjarbaru dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi
Renstra SKPD Kota Banjarbaru serta prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap
triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan
evaluasi terhadap hasil Renja SKPD masing-masing.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

Hasil evaluasi Renja SKPD Kota Banjarbaru menjadi bahan bagi
penyusunan Renja SKPD Kota Banjarbaru untuk tahun berikutnya.

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan
laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Walikota Banjarbaru melalui Kepala BappedaKota Banjarbaru setiap
triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melakukan avaluasi terhadap hasil

P. AF I<OaDiNAS

SKPO

i<ASULZA,

luasi Renja SKPD Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam
43 ayat (4).
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(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,Walikota
Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan
rekornendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru.

(3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bajarbaru menyampaikan
hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada WalikotaBanjarbaru melalui Kepala Bappeda Kota
Banjarbaru.

Pasal 46

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup Kota Banjarbarusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 mencakup prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Kota Banjarbaru.

3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD Kota Banjarbarudengan capaian indikator kinerja
program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kota
Banjarbaru; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD KotaBanjarbaru dengan laporan realisasi APBD Kota
Banjarbaru.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk
memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD Kota Banjarbaru dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota
Banjarbaru dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi
Kalimantan Selatan.

(°) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil
evaluasi hasil Renja SKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 47

(1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan evaluasi terhadap hasil
RKPD Kota Banjarbaru.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,Kepala BappedaKota
Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Basil evaluasi RKPD Kota Banjarbaru digunakan sebagai bahan bagi
(3) J
penyusunan RKPD Kota Banjarbaruuntuk tahun berikutnya.

sala BappedaKota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap hasil
- ’I-D Kota Banjarbarukepada Walikota Banjarbaru.

ikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
a ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala
ppeda Provinsi Kalimantan Selatan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
dan rencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, masing-
masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran
IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX,
Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV,
Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2sI Mave, 7..-0K;"

4-WALIKOTA BANJARBARU

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

Pada tanggal

Plt. SEK RIS DAERAH,

H. SAID AIBDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR
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